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KEPALA DESA DANGIANG

KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

PERATURAN KEPALA DESA DANGIANG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KEPALA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG

Menimbang

TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DANGIANG

: 4 bahwa berdasarkan ketentwan FPasal 2 huraf a,

Permendesa No 16 tahun 2026 tentang pemanganan
kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa
untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target
keluarga penerima, manfaat dapat menggunakan data
Pemerintah sebagai acuamn;

bahwa, T:larﬁasa;ﬂcan ketentuan Pasal 3 ayat (1} dati (2),
Permendesa No 16 tahun 2026 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Prioritas Penggunaan Dana
Dasa.'l‘aﬁun 2026.

bahwa  berdasarkan pertimbangan , scbagaimana
dimaksud  dalam huruf a, dan hurf b, perln
menetapkan Peraturan Kepala Desa fentang Daftar
Penerima Manfaat Banfuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

. Undang-Undang Nomor 6 ‘Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang;—l.fndang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik _Indonesia Tahun 2024  Nomor

77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6914);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Unidang Nomor &

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repuiblik
Indonesia Tabun 2014 Nomer 213,

RS-




10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tabun 2014
tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomer 6321}

Peraturan Pemerintah Nomoar 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558)
schagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Lesa [(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 611};

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa [Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1151}

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5
Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nomor 23}

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 ({Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026 Nomor 4 J;
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahur 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daecrah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 12);
Peraturan Desa Dangiang Nemor 07 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2026;




MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN KEPALA DESA DANGIANG NOMOR 1 TAHUN

¥

2026 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT} DANA DESA TAHUN ANGGARAN

2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

2
3.
4

6.

7.

3.

10.
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Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara,

. Kecamatan adalah Kecamatan Kayangan.

Desa adalah Desa Dangiang

. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia vang memegang kekuasaan Pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilann Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabhun
1945.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama
lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus wusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakuwi dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimilild Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.
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Desa atau yang disebut dengan nama lain ndalﬂh
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsulr masyarakat yatg diselenggaraken oleh Eac!nn
permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat

strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, sclanjuinya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
| Desa untuk jangka waltu 6 {enam] tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desd,

| - i
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

11. Musyawarah

tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
rta scgala sesuatu berupa uang dan

laksanaan halk dan

kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanya Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuvangan tahunan Pemerintahan
Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya
untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

;‘ pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa

' yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah

digunakan untuk membijayai penyelpenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

ig. Bencana non alam adalah bencana Yang diakibatkan oleh

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epi
penyalat.

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunarn
dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masayarakat desa, peningkatan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam
rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

[1) Prioritas per Dana Desa sebagaimana yang dimaksud
pada ayat {2} termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan
dampak Ekonomi dan Kemiskinan antara lain berupa:

a. Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim di Desa;
b. Jaring pengaman sosial di Desa.

(2) Penanganan dampak Ekopomi dan Kemiskinan Ekstrim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat berupa BLT-Dana
Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

i3) I{eluarga miskin scbagaimana dimaksud pada ayat (2} yang
menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan
mata pencaharian atau pekerjaan, Kepala Keluarga Perempuan
Tunggal Kepala Keluarga Jompo Tunggal, belum terdata menerima




(BPNT}, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyal anggota
keluarge yang rentan sakit menahun/kronis dan Difabel.

(4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan cleh relawan desa
dengan: mempertimbangkan Data Terpadu Kescjahteraan Sosial
{DTKS) darl Kementian Sosial

{5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana
Desa Terlampir yang merupaken bagian tidak terplsahkan daiam
peraturan Kepala Doésa ind ;

(6) Penyahwran BLT Dana Desa dilaksannkan oleh pemcrintah desa
dengan metode tunai (cash | setiap bulamn. |

(7) Besaran BLT Dana Desa ditotapkan sebesar Rp.300.000,- {tiga
ratus ribu rupiah) dibayarkean setiap bulan selania 12 (dua belas)
bulan terhitung dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan
Desember 2026;

(8) Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat
dilaksanakan mulai bulan Januwari 2026 dan dapat dibayar paling
banyak tmtuk 3 (tigh) bulan secara sekaligus;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Dangiang.

Diundangkan di Desa Dangiang
pada tanggal, 7 Januari 2026

SEKRET.

1S DESA DANGIANG,

AFANDILS.Pd

BERITA DESA DANGIANG TAHUN 2026 NOMOR 1



